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ditentukan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis meyampaikan kiranya

pembaca berkenaan memberikan saran atau masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 November 2019

Penulis

SINTA BELLA
15.1426.001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Sinta Bella

NIM : 15.1426.001

| Tempat/Tgl. Lahir : Luwu Utara, 25 juli 1997

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Tugas Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Figih Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsf ini benar
merupakan hasil karya sendiri. Apabila dilemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat,
tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang
diperoleh karenannya batal demi hukum.

Parepare, 27 November 2019
Penulis

SINTABELLA
NIM: 15.1426.001



ABSTRAK

SINTA BELLA. Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Figih Siyasah)
(dibimbing oleh Andi Tenri Padang dan Saidah).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdapat dalam sebuah
Negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum kerep kali
dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan
dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Maka dari itu, sesui dengan
pegamatan penulis KPU Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan
kewenagannya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan baik dari Undang-
Undagan maupun dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terutama
dalam sistem pemutahiran data. g

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tugas dan
Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun
2018 (Persfektif Figih Siyasah. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian
kualitatif yang bersifat deskriftif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data bersifat
induktif, yaitu suatu analisis data yang pola pelaksanaannya dari khusus ke umum
yangl penarikan kesimpulannya terkait peristiwa, kejadian yang terjadi dilokasi
penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Tugas dan
Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun
2018 (Persfektif Figih Siyasah) Sudah profisional dan sudah sesuai dengan
Undang-Undang yang terkait. 2) sedangkan dalam pendekatan Figih Siyasah
dalam penerapannya di KPU Kota Parepare walaupun tidak sepenuhnya
diterapkan akan tetapi, KPU Kota Parepare sudah menjunjung tinggi prinsip
Musyawara dan keadilan yang merupakan penunjang bagi tercapainya suatu
sistem yang menggambar kan Politik islam (Figih Siyasah).

Kata kunci : Implementasi, kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Persfektif
Fiqih Siyasah
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat

penting dalam sistem demokrasi. P ainkan peran penghubung yang sangat

strategis antara proses-pro warga negara. Bahkan banyak
olitiklah yan menentukan demokrasi,
ttscheider “Political p ated democracy”. Oleh
kuat derajat
politik yang
Indonesia menganut pa aimana yang
dang Dasar Negara Repu i 1945 Pasal 1
atan berada di tangan i an menurut
enurut Abu Daud Busroh adalah suatu

kekuasaan t

ara ada di t rakyat, pada
angan dalam menen ebijaksanaan

endiri?. Nega

nggi ada FAaRt Epkﬂ Enokrasi ye

menetapkan

ara simbolis

dan untuk

Yimlly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Cet.IV; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2012) h. 401

Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Cet.l;
Jakarta: Gramedia Indonesia, 1983), h. 131

%Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum, (Cet.I; Majalah Hukum Universitas Djenderal;
Soedirman, Purwokerto), h. 3.
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Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memperoklamasikan
kemerdekaanya. Sila keempat Pancasila, ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan

terhadap kedaulatan rakyat dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi.

Hampir semua pengertian demo ujuk pada makna bahwa “Pada tingkat

terakhir rakyatlah yang dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidupan S anaan negara,oleh karena
tas dasar itulah, demokrasi

Denyesuaian-

erima dibandingkan de ntahan lain,

demokrasi terdapat e ent. Dalam

kyat diwujudkan mel k pelibatan

utam menentukan siapa yang ha emerintahan,

siapa yang h tersebut. demokrasi,
arakat itulah yang kt asikan melal lu.

parementer buah negara
nya adalah
umum dari
uatu negara
demokrasi seperti indonesia, akan menyelenggarakan pemilu sebanyak satu kali,

adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyatdi

*Aidul Fitricia Azhari, Menemukan Demokrasi, (Cet.I; Universitas Muhammadiyah
Surakrta, 2005), h. 5.
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parlemen, serta memilih presiden dan wakil presiden yang duduk sebagai eksekutif.
Mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat Daerah, yaitu dengan memilih
kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan

Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Wali kota/Wakil Walikota.

Adapun Kkarekteristik penting pemilu yang bebas yaitu: pemilu yang

bersifat rutin, pemilihan yar k menempatkan kandidat atau
calon, kebebasan unt pilihan, hak memilih yang

universal, kadar pilihan yang sama atau seragam, kebebasan mendaftarkan pilihan,

ihan umum
pemerintah
dan me 3 ingi i erintah dan

) sebenarnya

gsung telah
i Indonesia.
Krusial dalam
mewujudkan konsolidasi tingkat nasional secara lebih kokoh dan demokratis. Dan

pasca dimasukannya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya

*|khsan Darmawan, analisis sistem politik Indonesia, (Cet.|; Bandung: alfabeta, 2015), h. 46.

®Harris G Warren, di dalam A. Sudiharto Djiwandono, Pemilihan umum Dan Pendidikan
Politik, (Cet.l;Jakarta: CSIS, 1983), h. 201.
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dikenal dengan Pemilukada, kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian
pokok proses demokratisasi di indonesia.
Penyelenggaraan Pemilu yang besifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan

akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga

Penyelenggara Pemilu harus memp ntegritas yang tinggi, ketidak berpihakan

kepada salah satu Peserta Pe gas dan tanggung jawab sebagai
Penyelenggara Pemil dari warga negara. Untuk

mendukung sebut, diperlukan suatu lembaga be ang mampu

lah Komisi Pemilihan

lembaga yang bersifa

tatanegaraan Indonesia : depan dalam

sebuah am penyelenggaraan pemi arkan wujud

dari sek baga Komis

Jengan melal

Nomor itmen dan

berpedo akan Pemilu,
terbuka, profesional, efisien dan efektif .
Komisi pemilihan umum seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggung

jawab penuh apabila terjadi kejanggalan dalam penyelenggaran pemilu maupun

" Rozali Abdullah, mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, (Cet.l;Jakarta: Raja
wali pres, 2009), h. 66.
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pemilkada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, dengan melihat tugas
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan Bupati dan
Walikota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang pemilihan

umum mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah di

atur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dang Nomor 7 Tahun 2017. sedangkan

pilkada tahun 2018 di Kota a.undang-undang nomor 10 tahun

undang dan
secara umum merupak dan wajib
ota organisasi atau pen stansi yang

ang dimilikinya. Dala ogram Kerja

an pada tujuan, visi dan m ap pengawai

aksnakan ke i ng dilaksana ara jelas dan

gian dan yunit. Ri as-tugas tersebut di kan kedalam

satuan [ dan tuntuta rakat. Tugas

organisasi
enangan yang

dimilikinya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh untuk
mengawal proses jalannya pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga

pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang pemilu. Berkaitan dengan
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masalah golput, tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk
memastikan masyarakat ikut berpartisifasi memberikan suara dalam pemilu seperti
yang tercantum dalam poin berikut ini : Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilihki

tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau

berkaitan dengan tugas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten/Kota kepada m

secara ¢ PU) dituntut
untuk penden  dan
profesic elenggara pemilu mer aktor utama
dalam yang demokratis dan elenggaraan
pemilu dak terlepas dari berbag didalamnya,

I ketidak profesionalan pe u. Kendala-

dihadapi K

umum diba is dan non yurid dala yuridis

an regulasi berkaitan de

ketimbang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak

8pasal 13 ayat (18) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota

®lbrahim Amirudin, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca
Amendemen UUD 1945, ( Cet.l; Yongyakarta : laskbang mediatama, 2008), h. 91
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pilihnya. Selain itu juga data pemilih yang kurang palit dalam pemutahiran data
pemilu sehingga terjadi banyak pemilih ganda dan pemilih yang masih di bawah
umur. Oleh sebab itu yang mengadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk

Implementasi kinerja, tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di

Kota Parepare, karena Komisi Peg n. Umum (KPU) Kota Parepare selaku

penyelenggara pemilihan n_penuh dan telah di atur dalam
undang-undang berkor a ; 10krasi yang subtansial dan
berkualitas. Berdasarkan pe jadi dilapagan, maka dari itu penulis
tertarik Tugas Dan

kada Tahun

PAREPARE
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1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah
dari peneliti ini sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas dan

kewenangannya terkhusus ten utahiran data pada pilkada tahun 2018
di Kota Parepare ?
implementasi tugas dan

ada tahun 2018 di Kota

1.3.Tuj
yang ingin
dicapai
13.1 nang i Pemilihan
data dalam
1.3.2 i sah terhadap Imple i Tugas dan

Kota Parepa

PAREPARE
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1.4.Kegunaan Penelitian

14.1

1.4.2

143

Bagi penulis, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan
pengetahuan Hukum Tata Negara Islam melalui kegiatan penelitian

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumbagan informasi atau bahan

masukan bagi pihak instansi engenai tugas dan perannya

Penelitian ini dihar. gi para pembaca dan menjadi

bahan pembel masalah Po

13l

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah

penelitian, berupa sajian hasil bakh ingkasan dari hasil temuan penelitian

terdahulu yang relevan deng ° Di bawah ini akan disebutkan
beberapa hasil peneli tugas dan kewenangan

Komisi Pemilihan U

rah dan wakil kepala d tian tersebut

i Pemiluhan Umum alah  sebagai

enggara pelaksanaan pe

u Komisi Pemiluhan U

PUD) mesti
uai dengan

itian bahwa,

wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara pemilu, yaitu :

mandiri, jujur, Adil kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan

®Masyuri dan Zainuddin, Metode Penelitian( pendekatan Praktis dan Apikatif), ( Cet.l;
Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

10

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas."

Penelitian tentang Komisi Pemiluhan Umum (KPU) juga di kutip dalam jurnal
karya Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, dengan judul “Analisis Kinerja
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015” Dalam pandangan KPU
Kabupaten Malang selama ini, proses Pilkada serentak sudah secara ideal dijalankan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan ini dilakukan pada semua tahapan
pemilihan serentak yang meliputi tahap penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap),
penetapan DPT, pelaksanaan pedistribusian kepada panitia pemilihan PPK (Panitia
Pemilihan Kecamatan), dan tahap akhir yaitu pertanggung jawaban PPS (Panitia
Pemungutan Suara) Pilkada serentak. Dengan tujuan agar produktif/hasil terlaksana
secara efektif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa, Kinerja yang
dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah
serentak Tahun 2015 telah berjalan-dengan optimal baik dari perumusan kebijakan
maupun dalam implementasi pemilihan Kepala Daerah tersebut. Faktor penghambat
KPU dalam menghadapi pilkada serentak adalah SDM (Sumber Daya Manusia) ini
dikarenakan masih ditemukan beberapa: permasalahan yeitu masih terbatasnya jumlah
pegawai yang dimiliki dan juga masih. minimnya dana yang didistribusikan kepada
KPU Kabupaten Malang. Sedangkan faktor pendukung yaitu personal/individu,

media serta peraturan/kebijakan KPU Kabupaten Malang.*?

YA, Zarkasi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Kpud Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (penulis adalah Dosen Bagian
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ). h. 152

2Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu)
Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015 (
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Ketiga, karya tulis yang berupa Skripsi dari karya Rizki Khairul, dengan judul
“tinjauan figh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi
partai politik peserta pemilu2019 di Indonesia” Mekanisme pengambilan keputusan

KPU didalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan rapat pleno.

Musyawarah dilakukan oleh KPU idang pleno untuk menetapkan partai

politik peserta Pemilu bese ai dengan prinsip dalam Islam

yang menganjurkan tuskan perka lalui musyawarah seperti

yang dicontoh kan abi Muhammad dan idin. Adapun yang
didapat elitian dan
Dses tersebut
getahui kebenaran yan baga kepada
yang berwenang untu memberikan

n adil.*®

I atas berbeda dengan pene ang a akukan oleh
H. adalah Ti yuridis tugas
dan we , ilihan umum daerah dan
etiba Halawa
dan Ign sosialisasi
tujuan agar

erfokus pada

Jurnal : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Malang), h. 151

BRizki Khairul, tinjauan figh siyasah terhadap tugas dan kewenangan Kpu dalam
memverifikasi partai politik peserta pemilu 2019 di Indonesia, ( skripsi sarjana : program studi Siyasah
Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2019), h. 85.
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tinjauan figh siyasah terhadap tugas dan kewenangan KPU dalam memverifikasi
partai politik peserta pemilu di Indonesia tahun 2019. Sedangkan penelitian yanag
akan di lakukan oleh calon peneliti adalah Implementasi Tugas Dan Kewenangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare Pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif

Figih siyasah), penelitian ini aka kepada tugas dan kewenagan Komisi
pemilihan umum (KPU) a Tahun 2018 dan dilihat dari

Persfektif Figih Si penerapan gjalan dengan Undang-

p-konsep yang mengja
eliti atau untuk menjaw. elitian yang

telah dif Adapun tinjauan teori y

aitu to impl yang berarti

penyediaa ana untuk

atau akibat dap sesuatu.

Japat berupa

asi sebagai
rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia

menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar

“http://teorionline.net/tinjaun-teoritis/ (15 maret 2019 ) pukul: 12.03.

Muhammad ali, kebijakan pendidikan menengah dalam prespektif governancel di
Indonesia, (Cet.I; Malang: UB Prees, 2017), h. 51
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Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan ditegaskan arti implementasi / im. ple. men. ta. si. sebagai ; pelaksanaan
/penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai

realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan

dan usaha tertentu.

Implementasi dalam aksanaan. Untuk lebih jelasnya,

implementasi dapat di pagai suatu usa egiatan berkesinambungan

yang dilakukan u ewujudkan rencana atat i kenyataan.
Bernadi ) kan bahwa:
Implem am praktek.

Secara entasi dapat diartikan giatan yang
dilakuke ntuk mencapai tujuan y

anggapan bahwa im i merupakan

ng telah diputuskan legi pengambilan

uh. Akan teta kenyataan

dapat d iri rencana yang tela tetapi tidak
ada gu vabila itu tida aik dan bena embutuhkan
benar-beP luan PnaREpa yang tujuannya ,

dilakukan

pemerintah untuk mengcapai tujuan ‘yang ditetapkan dalam suatu keputusan
kebijakan. Namun demikian, pemerintan dalam membuat kebijakan dapat

memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujan agar

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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suatu kebijakan tidak bertantangan dengan kepentingan mesyarakat, apalagi sampai
merugikan masyarakat. *°
2.2.1.1. Pendekatan dan model Implementasi kebijakan

Pendekatan ini megasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan

keputusan yang dibuat oleh pe ehingga pelaksanaannya pun bersifat

tersenralisasi. Atau dalam wn bertitik-tolak dari perspektif
apkan oleh aktor pembuat
r, atau birokrat di semua

dan Stewart

omando). Dimana inti alah hendak
indakan para pelaksan istrator, dan
teken kebijakan sesui d tujuan yang
telah di ijakan atau oleh aktor kebij t.

own berkisar
ditentukan.

k dilibatkan

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan

wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi

*Muhammad ali, kebijakan pendidikan menengah dalam prespektif governancel di
Indonesia, h. 52.

" Loe Agustino, dasar-dasar kebijakan publik, (Cet.VIl; Bandung:Alfabeta 2017), h.126
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secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan
program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang

dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas

tersebut digolongkan kedalam satuan is_dan konkrit sesuai dengan kemampuan

dan tuntutan masyarakat. merupakan suatu kesatuan yang

saling terkait. Dalam Perundang-unde 1 sering disebutkan bahwa

Mary Miner

adalah kegiatan pekerja kukan untuk

kan menurut Moekijat bagian atau

satu ung en dari suatu jabatan. gan dari dua

ehingga menjadi suatu kegi

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan

Jatikom,  pegertian  tugas.  https://www.jatikom.com/2018/11/pengertian-tugas-
terlengkap.html. Di akses pada (24 juli 2019 ) pukul 11:20.
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dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam
arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule

and the ruled)*

Kewenangan sering disejajark ngan istilah wewenang. Istilah wewenang

digunakan dalam bentuk kata jarkan dengan istilah “bevoegheid”
dalam istilah hukum 1, jika dicermati ada sedikit
perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *“bevoec eid”. Perbedaan tersebut
terletak onsep hukum

kan dalam konsep hukum

pendapat ada perbedaa

dan we ) rbedaan mendasar antar ority, gezag)

tence, bevoegheid). Kewen yang disebut

al, kekuasa ekuasaan ya )erikan oleh

. sedangkan enai suatu “ el” (bagian)

ri kewenang

tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah

“Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cet.I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama,2008), h. 35

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



18

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum.?
Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau

wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik.

Namun sesungguhnya terdapat perbec lantara keduanya. Kewenangan adalah apa

yang disebut “kekuasaan g berasal dari kekuasaan yang

diberikan oleh Unds ekuasaan eksekutif atau

atau legisla

segolongan orang tertentu atau

authority) adalah hak erintah, dan

patuhi.

ilandasi oleh ketentua (konstitusi),

ebut merupakan kewenangal n demikian,

pejabat dalam men

tersebut k menjelas

%Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Cet.I; Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1994), h. 65

'Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Cet.l; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219
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2.2.3 Konsep Kelembagaan
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menganut suatu sistem Negara

manapun, tetapi suatu sistem khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia. Susunan

organisasi adalah alat-alat perlengk ra atau Lembaga-lembaga Negara yang

diatur dalam Undang-Und ik Indonesia Tahun 1945 baik

bangan Agung (DPA)
kilan Rakyat (DPR)
eriksa Keuangan (BPK); da

aga-lembaga a. Sebelum

45 lembaga-

Sementara itu menurut’ Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Presiden dan Wakil Presiden

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

. Badan Pemeriksa Keuagan (BPK)

3
4
5. Mahkama Agung (MA)
6
7. Mahkama Konstitusi (1

ang-Undang Dasar Negara

alah lembaga atau inst kan cabang-
dalam Negara. Cabang egara yang
Legislatif dan Yudikati
ndonesia Tahun 1945 di juga komisi
nden” (' ind
ya, seperti k

, semua bida

mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Sorjono Soekanto, perlu
adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam Negara lembaga atau badan
atau organisasi dan warga Negara. Semantara itu peranan mencakup kekuasaan,

public service, kebebasan/hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentigan umum.
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Lembaga-lembaga independen yang pembentukannya berdasarkan Undang-

Undang tersendiri, atau peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Lembaga independen ini antaranya :

2.24.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Nasional HAI DMNAS HAM)

1adap Perempuan

ransa
Ko iaran Indonesia (KPI)
Ko awas Persaingan Usaha
De idikan

De

S
Badan Sar N
Komisi Ban ﬂ
Lembaga Se

Bacan R REPHA IRE

terlaksananya pemilihan umum ( pemilu ) meskipun demikian sistem pemilihan

umum Negara demokrasi tidak sama di semua Negara. Hal ini ditentukan oleh latar

22 yYuswalina, dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Di Indonesia, ( Cet.I; Malang :

Setara Press, 2016 ), h. 88
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belakang sosial, kultural , geografis setiap Negara bangsa dan model demokrasi yang
diterapkannya.? Sistem ini biasa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :
1. Perwakilan Distrik/Mayoritas (single member constituencies); dan

2. Sistem Perwakilan Berimbang (proportional representation)

Sistem yang pertama, yai 0. distrik, biasa dinamakan juga sebagai

sistem single member co he winner’s take-all®* dan juga

dan gambar
bukan memilih tanda k. Kandidat
nyak menjadi pemenan ast post) dan
am parlemen.

, yaitu sistem proporsiona A pertarugan

politik dala ihan yang | uk mencari

g wakil (m itu ). Partai pc encalonkan

at dalam se or urut dan

orang, tetF AWEMlRtEIa gamba

tidak perlu
politik yang
Suara yang
ap kontestan

akan memperoleh jumlah kursi secara'proporsional dengan suara yang diperoleh.

2 Anwar Arifin, Prespektif Ilmu Politik (Cet.l; Jakarta : PT RajaGrafibdo Persada, 2015).
h. 109

** Jimlly Asshiddigie, Pengantar ilmu hukum tata Negara (Cet.IV; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada,2012). h. 423
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Kandidat yang terpilih mewakili daerah itu ditetapkan berdasarkan nomor urut dari

atas ke bawah. Dalam hal ini tidak ada suara pemilih yang hilang. *°

2.2.5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.2.5.1.Pegertian Komisi Pemilihan U

Sesui dengan Undang- Tahun 2017 Pasa 1 ayat (8).%°

dijelaskan bahwa Komi alah penyelenggara pemilu

yang bersifat Nasi , dan mandiri yan melaksanakan pemilu.
Dalam j enai °U) Provinsi
dan Komisi Pemilthan Un : a. 9) pasal ini
nyelenggara

pemilu ilu di : 51 Pemilihan

melaksa i : an tugasnya,
Komisi um ( : si Pemilihan
Umum Provinsi K i i i sekretariat.
Jumlah a Komisi Pe ang, Komisi
Pemilih i j dan Komisi
Pemilih abupate iflasarkan pada k ié h penduduk,
luas wi aan Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua merangkap

 Anwar Arifin, Prespektif limu Politik. h. 110

?Di lihat Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum
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anggota dan anggota. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota memperhatiakn keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi
Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janiji.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan‘salah satu lembaga Negara yang
bersifat Independen. Lembaga independen adalah lembaga Negara di Indonesia yang
dibentuk oleh pemerintah pusat. ‘Namun bekerja secara Independen. Lembaga-
lembaga lain yang bersifat Independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia ( Kemnas HAM ), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kemisi penyiaran
Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dengan /demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga Negara yang
telah ditentukan dalam Undang-Undang.Dasar 1945. Lembaga Negara penunjang
disebut pula auxiliary state body; sedangkan lembaga Negara utama disebut pula
main state organ. Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU)
bertugas dalam melaksanakan Pemilinan* Umum /Anggota DPR, DPD, DPRD,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemitu 2004, anggota-anggota dapat diisi oleh unsur-
unsur partai politik, namun setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000
anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya

penyelenggaraan pemilu.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara
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pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa
revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan
pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden. Kemudian dang-Undang Nomor 22 tahun 2007

tentang Penyelenggaraan ilu 2009 dibuat pula Undang-
Undang Nomor 42 um Presiden dan Wakil
Presiden disertai re h yaitu Undang-Undang
2008 tentang

2011 tentang

akhir DPR dan Pemerin ang-Undang

ng Pemilihan Umum d

gas dalam mewujudka 'Ba dan tersebut

Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)

9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

?Dilihat dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 6 tentang Pemilihan umum
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10. Panitia pemungutan Suara (PPS).
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

13. Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negera

2.2.5.2. Tugas dan Pemilihan  Umum  (KPU)

Kabupaten/Kot or 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu

Kabupaten/

berdasarkan

3. qF: an mengendalikan tah oleh PPK,

ilayah kerjanya.

anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota
DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota™ yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil' rekapituusf suara di PPK

**Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Pemilihan Umum
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7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

8. Mengemukakan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesui dengan

alokasi jumlah Kursi i arah  pemilihandi  kabupaten/kota yang

9. an yang disampaikan oleh
10.
11. kan dan membuat laporan
dan
12. anak lain yang diberikan ol si, dan/atau

an pe perundang undangan.

1 Kewenangan alam Undang ng Nomor 7
Tahun 2 al 19 adalah
1. j

di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulasisuara.

% Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 19 Pemilihan umum.
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4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK dan anggota PPSS vyang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggun Penyelenggaraan pemilu berdasarkan
rovinsi, putusan Bawaslu

dang_-undangan dan

6. Melaksanak nang lain yang diber KPU, KPU Provinsi,

undang-undang nomor ] g penetapan

pengganti undang-und 2014 tentang

bupati, dan walikota ndang. Dan

i tug kewenangan KPU dalam u diatur dalam

. 3]

wnton et R E P AR E
]

2.2.6.
2.2.6.1.

4sl’berasal

).Kata figih

[Ciah

secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Qur’an { <= by 5lé
Jsfi lee 1€ 435 W} yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak
memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”.Secara istilah, menurut ulama

usul, kata figih berarti: {Adseiill leill 0 uiSall ddeall dpe L8] HSaYL W1} yaitu
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“mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-
dalilnya secara terperinci

Sedangkan al-siyasi pula, secara bahasa berasal dari “dalis — (ugms — (ula”
yang memiliki arti mengatur (_3/_+l), seperti di dalam hadis:  pgas s Jsil ) 53 O\S

el Y gl g ol 5aY) Jady LS gy gl g

i, yang berarti: “Adanya Bani Israil itu

diatur oleh nabi-nabi merek memimpin permasalahan mereka

angkan kata
Pl yang
tu dengan apa yang pat

dalam lisan Al-Ara ngatur atau

ara membawa kepada k . an di dalam

asah adalah membuat ke sia dengan

kan. Dan s ilmu
eri dan luar yaitu politik
dalam atan, yakni r kehidupan

pat pendapat
y mengatakan
bahwa kata siyasah berasal dari bahasa mongol yakni dari kata yasah yang mendapat
imbuhan sin berbaris kasra diawalnya sehingga dibaca siayasah. Pendapat tersebut

didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul

%A.Djazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah (Cet.111; Jakarta: Kencana, 2003). h.25.
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ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat
bagi pelaku tindak pidana tertentu.
Adapun menurut Terminologi Ulama, pengertian figih siayasah adalah

sebagai berikut:

1. Menurut Ahmad Fathi, figi adalah Pengurusan kemaslahatan umat
manusia sesuai

2. Menurut al-Qoyyim, bahwa figh

siyasah erbuatan yang memb lebih dekat pada

imbingnya.*

aksanaan Pemilu Menur Siyas
lai-nilai dasar dalam ke poli asuk dalam

tame rut sebagian

onstitusional
onstitusional
elah ditetep
oleh nash-nashAl-quran dan hadis-hadis nabawi. Oleh kerena itu, musyawarah ini

lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya.

' A.Djazali, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, h. 9.
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Kedudukan konstitusional musyawara juga berada di atas dalam sistem
kebebasan kontenporer (demokrasi barat) yang membedakannya dari sistem di
diktatorial sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk

bukan isi.*

Kata “syura” berasal da va-ra, yang secara etimologis berarti

“mengeluarkan madu dari dengan pengertian ini, kata
“syura ”atau dalam bg onesia menjadi ah” mengandung makna
segala sesuatu g dape an dari yang lain (termasuk

lebah yang

iat dan pakar undang-u i eletakkan
jiban keislaman dan ni ng pokok di
asar-dasar bakun yang nash-nasha
abawi. Oleh karena itu mus i an tidak ada
peneliti da nilai huku bagus. la
engetahui pe yang paling

tepat. A i i 3 A1 satu unsur

politik adalah
hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan
politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka

sistem hukum itu adalah sistem hukum dikatatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan

* Farid Abdul Khalig, figih politik islam, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika Offset,2005), h.35.
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kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab
bertentangan dengan akidah dan syariat.
Ibnu Taimiyah berkata: “Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah

sebab Allah Swt memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu. Al-Qurtubi menukil dari

Athiyah sebagaimana dinukilkan jug Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Mubhith:

“Musyawarah termasuk sa syariat dan sendi-sendi hukum.
Pemimpin yang tidak dan agama maka wajib

diberhentikan. Ini kete

but terhadap
lah mereka
ah  mereka,
ereka dalam

urusan itu. kemudian apabila 'kamu telah membulatkan tekad, Maka
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bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.*®
Kedua firman Allah dalam Q.S asy-Syura /42:38.

= 7 :. },},:.// ‘< ,5/‘/’:',‘}’5/:‘/{ "‘}:E/,,/‘}//,"/ .{"/
Opbin 55835 Lesd ania (SD5% oo l9 85kl 54815 & ) gl 0 Al

Terjemahnya:

Dan (bagi) oran /a ima i) seruan Tuhannya dan

ami berikan

penuh, Yaitu
ah memberi
eorang tidak

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu

33Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, ( Bandung: Marwah, 2009),
h. 50.

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 367

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



34

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada

dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

Maka tidak ada dosa bagimu amu memberikan pembayaran menurut

ketahuilah bahwa Allah Maha

mendalam,

li. Al-Qur’an hanya m at nilai-nilai

yang be i harus diikuti umat Isla cara, sistem
bentuk yang bersifat terknis S nya kepada

manusie utuhan mereka dan tantan adapi. Jadi,

Islam akan
bang.
Kata dasar adiladalah ahlak yang paling mulia jika seseorang tidak bersifat

demikian maka tidak sah kekuasannya dan tidak boleh diterimah kesaksiannya®.

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h.35
**Farid Abdul Khalig, Figih Politik Islam,h.112.
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Kata Adil berasal dari kata Arab ‘adl yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah,
kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, ‘adala, ya’dilu, berartiberlaku adil,
tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya.John

Penrice menjelaskanbahwa kata kerja ‘adala dalam al-Qur’an mempunyai berbagai

arti. la dapat berartimengurus den negakkan keadilan (Q.S. as-Syura: 14),
menyimpang dari keadilan ndang sama (Q.S al-An’am: 1),

membayar dengan sa -An’am: 69)

atas dasar
manusiaan yang dimili g. Keadilan
tidak eksklusif untu , Sekalipun
keadilan itu orang musl uslim.%

ikan al-’adl (berlaku adi ama artinya

erupakan das itetapkan ole Yang Maha

nilai-nilai menye dah-kaidah umum syariat-Nya.

sistem Alla dan akhirat

atas dasarnya

%7). Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahandalam Piagam Madinah: Ditinjau dari
Pandangan al-Qur’an, ( Cet.l; Jakarta: RajaGrafindo Persada,1994), h. 225.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



36

Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang paiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha menden ;

an bahwa mereka harus

menetapkan

simpulannya

ngan keputusannya te berikan hak

dengan mengukuhkan

yat makkiyah atau ayat-aya niya eringatan al-
am ayat-ayat ah atau ayat
g yang kita
am keadaan
perang, sendiri atau
terhaday je alah manhaj
nkan kitab-
kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil
adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti

sebaik-baik umat.

**Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 77.
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3. Nilai Persamaan
Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah
yang menerapkan nilai persamaansebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya

dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Begitu juga dengan nilai

musyawarah, dimana Undang-Und itif tidak mengenalnya kecuali setelah

revolusi Perancis, selain Un ang telah mengenalnya di abad
pertengahan abad ke-18.

pkan persamaan hak secara

lai persamaan dapat dili
Mak beliau hijrah ke Ma

lis, b enetapkan seluruh pendud i eroleh status

persamaan Ketetapan p

Japat dilihat | Piagam Madinah,

1. hwa orang i kami aka peroleh hak
ngan danP*HE P*nianiayaan ‘ ak ada orang

o
2. v A v a memperoleh

hak seperti apa yangterdapat bagi pemilik shahifat iniserta memperoleh
perlakuan yang baik dari pemilik shahifat ini (pasal 46)
Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak

istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin.
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Ketetapan tersebut disamping bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan
akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun
perempuan, dan baik golongan Islam maupun golongan non-muslim. Dengan begitu

Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. Golongan

Islam dan penduduk lain sama-sama hak-hak sipilnya, tidak satu golongan pun
yang diistimewahkan.
dengan sabdanya:

ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu

itam, kecuali karena ta

kan bahwa dari segi k

kalipun mereka berban beda warna

kulit. anusi ruhnya adalah sama. Keut Sing terletak

anya kepad
aan seluruh askan oleh SWT dalam
Q an-Nisa/4:1.

Ao

3 n«apﬂmﬂ‘ -

Terjemahnya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
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banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*°

Implementasi nilai persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan al-Qur’an

pada hakikatnya bertujuan agar seti atau golongan menemukan harkat dan

martabat kemanusiaannya n potensinya secara wajar dan
layak. Nilai persam ong-menolong dan sikap

kepedulian sosial a ma, serta solidaritas s am ruang lingkup sosial

berjudul “Implementasi gan Komisi

ta Parepare Pada Pilka sfektif Figih

engandung unsur-unsu erlu dibatasi

asannya dalam proposal s us dan lebih

itu, tinjaua ili embatasan yang terkait
ahasan serta

kan tentang

KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat

Nasional,tetap, mandiri dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

39Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir.h. 77.
“*Farid Abdul Khalig, Figih Politik Islam,h.221.
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merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan
pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah negara demokrasi. Para pelaku di
lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipilih dan disaring dari berbagai kalagan

dengan melaluli tahapan-tahapan yang sulit, sehingga diharapkan terpilih seorang

yang mempunyai integritas, pribadi at, jujur, dan adil. Mengenai Tugas dan

Kewenangan Komisi Pemi aimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang No A milu mengenai tugas dan
wewenang Komisi Pe an Umum (KPU) di atur dale

2.2.7.1.
ukan secara
h admistratif setempat persyaratan
dan dis : Komisi Pemilihan U
i oleh Panitia Pengaw.

dan Pen i mum (Panwaslu) Kabupate

adalah

dan Iebpjn R'E'Pm (keburu

*! http//www.sumberpengertian.id/pegertian-pilkada. (Di akses 8 Agustus 2019).

*“A.Djazali, figih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu stariah,

h.9
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2.2.8. Bangan kerangka pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas
dan menemukan permasalahan secara sistematik dengan harapan bahwa penelitian ini
dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan teori-teori yang

dibahas dalam penelitian ini, pe pat merumuskan kerangka pikir sebagai

berikut:

KPU KOTA PAREPARE

¥

UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAM UMUM

KEWENANGA
IMPLEMENTASI KINERJA KPU KOTA A

TUGAS

PAREPARE

PILKADA TAHUN 2018

KOTA PAREPARE
N | i

PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH
1. Nilai Musyawara
2. Nilai Keadilan

3. Nilai Persamaan
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research). Jenis penelitian ini ad itian deskriptif*® kualitatif, yaitu suatu

penelitian yang ditujukan u mena-fenomena yang ada, yang
berlangsung pada sa , penelitian ini berupaya

menggambarkan ko i pengolahan data secara

psikan  hasil

r cerita atau teks nara udah untuk

n penelitian ini mamp aban dengan

orman ketika mereka

peneliti mengharapkan pe ini mampu

aban atas ru jukan*
3.2 Lok Woaktu Penelitia
an ini akan d si Pemilihan

amatkan P*EE‘ MaREukiki Ba

(KPU) Kota

ta Parepare,

satu bulan.

“penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu
individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan
Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cek.l; Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 115.

42
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3.3 Fokus Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tugas dan Kewenagan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada tahun 2018 (Persfektif Figih

Siyasah)

3.4 Jenis dan Sumber Data yang dig
Sumber data adalah sen iperoleh dari narasumber maupun

yang berasal dari do tatistik atau dalam bentuk

lainnya guna keperluan penelitian tersebut.** Dala ian terdapat Dua macam

aitu :

imer kan jenis data yang ngsung dari

elalui ara dan observasi lan I dapun yang

akan di arai pihak-pihak yang terkait. eneli

adalah ang dikateg alam penelit
. anyaan peneliti.*°
1.4.2 kunder

under acpnlneEiP nniyang dipe secara tidak
b .

“* Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori Praktek), (Cet.l; Jakarta: Rineka Cipta
2006), h.87.

*® Sugiyono, statistika untuk penelitian (Cet.l; Bandung: CV Alfabeta: 2002), h. 34.
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penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel
yang berkaitan dan lain-lain.*
3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusun

proposal ini antara lain:
3.5.1 Teknik Library Resea

Teknik librar digunakan ole iti dengan mengumpulkan

epustakaan dan buku-buku ulisan-tulisan ilmiah yang
)enulis akan

pelajari dan

beberapa teori atau pen an berkaitan

an yang akan dibahas d

ch dilakukan dengan cara p angan untuk
ata-data kon berhubungan

nakan untu peroleh data

peneliti pada data yang dikumpulkan®karena diamati berdasarkan kondisi nyata

dilapangan

“"Masyuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif), (Cet.l;
Jakarta: Revika Aditama, 2008) h. 19.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



45

3.5.2.2 Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu®®. Atau sebuah pr aksi komunikasi yang dilakukan oleh

setidaknya dua orang, atas m setting alamiah, di mana arah

pembicaraan mengac uan yang te n dengan mengedepankan

proses memaha penelitian ini penulis

cara pengumpulan dat ang lengkap

tentang g terkait dengan pemba

3.6 Tek

nakan dalam menganalisi

f dan dedu

nya adalah

metode ses analisi ¢ alah sebagai

berikut:

ulan data dil

PAREPARE

pulkan data mua sumber

oleh penulis.

*Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen
penggalian Data Kuaitatif (Jakarta: Rajawalipers, 2013), h. 29.

*Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai instrumen
penggalian Data Kuaitatif, h. 31.
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3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan mengangkan informasi yang diperoleh dari
hasil wawacara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentsi.
3.6.4 Verivikasi dan penariakan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpertasi

dan penetapan makna dari data yang tersaji, kegiatan ini dilakukan dengan cara

komparsi dan pengelompok ang tersajikan kemudian dirumuskan
menjadi  kesimpula ata nantinya akan menarik
kesimpulan ya i kebenaran yang bersifat

umum menge fenomena dan meng ikan kebenaran tersebut

PAREPARE

saifudin Azwar, Metode Penelitian (Cet.Il ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Kantor  : Komisi Umum (KPU) Kota Parepare

Alamat : Bacukiki Barat

omisi Pemilihan Umu
| sebagai Pemilu perta : mun sejarah
lenggaraan pemilu suda i pad 1946 ketika
ntuk Badan Pembentuk S Ko sional Pusat,
ahun 1946 te embaharuan
2 Tahun 194 lah revolusi
siden Soekar andatangani
ia Pemilihan
impin dan

e dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota
Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disahkan pada 4 April 1953 dan
menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara. Panitia Pemilihan Daerah (PPD)

47
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berkedudukan di setiap daerah pemilihan. Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan
di setiap kecamatan. Panitia pendaftaran pemilihan berkedudukan, di setiap desa dan
panitia pemilihan luar negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk

olen Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri

Dalam Negeri. Pemilu yang pertam ersebut berhasil diselenggarakan dengan
aman, lancar, jujur dan adil s
Sangat disayz ' 055 akhirnya tidak bias

jadi catatan emas sejare emilu pertama itu tidak

1958 Pejabat

a Pemili yang terjadi

a format politik dengan 3 Presiden 5
Juli 195 secara sepihak membe 0 yong (DPR-
PRS) yang semua an dian eh Presiden.
Presiden Soekarno me kan ituante dan

45 yang dip angan-angan

pernyataan u

arno mengu di Indonesia. De

im demokras di Indonesia.

- pemerinFﬁr“EFﬂ)nlEjelas Ketik

4 Juni 1960,

anpa pemilihan
memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat
klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Rezim yang kemudian
dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun

menyelenggarakan Pemilu Kepresidenan. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya
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diangkat Soekarno, diinstruksikan untuk menetapkan orang yang mengangkatnya
menjadi Presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang
mengabaikan kemauan rakyat. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui

Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah

meluasnya krisis politik, ekonomi d asca kudeta G 30 S/PKI.

selanjutnya diserahkan kepada
Soeharto mengganti i asa kepemerintahan orde
baru Presiden Soeh ang bertugas
sebagai terbentuk
Negeri yang
Dewan Pimpinan, D Sekretariat

rbekalan dan Perhubun hnya rezim

an gejolak politik di n  Soeharto

ran dirinya sebagai Presi Jonesia dari

pada tanggal selanjutnya

digantik Wakil Presic ilah sejarah
Komisi ppres No 16
Tahun

asi menjadi

Komisi dan struktur
organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-
wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat
yang berjumlahkan 53 anggota dan dilantik. oleh Presiden BJ.Habibie.Pembentukan

KPU dilakukan mengingat desakan publik yang menuntut pemerintahan yang
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demokratis. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu, adalah untuk
memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional,
karena kepemerintahan dan lembaga lembaga lain yang merupakan produk Pemilu

1997 pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak mendapat kepercayaan lagi oleh

masyarakat.
Dengan pemilu dip bukan hanya bakal digantinya

keanggotaan DPR dan belum selesai a, tetapi Presiden Habibie
sendiri memangkas ' mase snya berlangsung sampai tahun
2003, s

Pemilu

ur) dan Megawati Soe tri se Presiden dan

. Dimasa jabatan Presi urra ahid, beliau

ruktur KPU melalui No ahun 2001.

ini merupakan upaya per dari tukan KPU

ijjaman pem an struktur

dilihat dari sebelumnya

53 orang. St an Wahid ini

re LSM Fﬂ“““@km berj
0o

1 orang. Hal
erjalan lebih
efektif diba K2 engan F a3 ya era akan 53 orang.
Pelantikan struktur KPU tersebut dilakukan pada tanggal 11 april 2001 dan dilantik
secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode pemilu kedua

pasca orde baru ini Pemilu dilaksanakan lebih tertib dan konfrehensif mengingat
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perubahan-perubahan yang terus dilakukan untuk membenahi dan memperbaiki
sistem pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu kedua ini menghasilkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan
Prof.Dr.H. Hamza Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke-4. Setahun
pasca pergantian Kepemimpinan .Negara, Presiden Megawati Soekarno Putri
merancang Keppres mengenai pembentukan tim seleksi anggota KPU. Fungsi dari
tim seleksi yang dibuat adalah membantu Presiden untuk -menetapkan calon anggota
KPU yang baru dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan
pemilihan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi anggota KPU
bertanggung Jawab kepada Presiden., Pembentukan tim seleksi anggota KPU ini
dibuat berdasarkan Keppres No 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepengurusan KPU
dalam menghadapi Pemilihan umum di Tahun 2004 yang akan datang.

Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat
kepengurusan KPU yang pertama pasca perbaikan struktur KPU yang dilakukan
Presiden Abdurrahman Wahid. Pada. Pemilu 2004 menghasilkan pasangan calon
Susilo Bambang Yudhoyono dan'H.M. Yussuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil
Presiden RI ke-5. Massa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai
keistimewaan tersendiri dipasca era'reformasi demokrasi. Beliau memenangkan 2 kali
tahapan/ Pemilu Presiden mengalahkan, saingan lainnya di Pemilu 2004 dan 2009.
Presiden SBY" merombak pasangan wakil Presiden di tahap ke dua masa jabatanya
menjadi Prof.Dr.Buediono,M.Ec sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pembentukan kepengurusan KPU yang kedua ini dilakukan berdasarkan Keppres No
12 Tahun 2007 mengenai pembentukan tim seleksi keanggotaan KPU. Tim seleksi

calon anggota KPU yang terakhir (ketiga), dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU tanggal 2
Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim seleksi ini dilakukan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.15 tahun 2011 dan undang-undang
sebelumnya pasca perbaikan tentang: Penyelenggaraan Pemilhan Umum. KPU yang
ketiga ini mempunyai jumlah sebanyak 7 orang anggota dan terdiri dari peneliti,
birokrat, serta akademisi.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-
undang tentang pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 jo Undang-
Undang nomor 8 tahun 2015, untuk lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan alas
an itulah, maka KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga (tinggi) Negara lain
yang kewenangannya ditentukan serta diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan KPU sebagai lembaga Negara dapat
dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga Negara laiinya yang dibentuk oleh atau
dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 jo Undang-
Undang' nomor 8 tahun 2015 tentang pemilu, KPU adalah pelaksana serta sekaligus
pengawas pelaksana pemilu.” Mengenai jumlah anggota KPU berdasarkan pasal 16
Undang-Undang nomor {12 tahun 2003, sebanyak-banyak 11 orang, KPU Provinsi
sebanyak 5 orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang. Dalam menjalankan
tugasnya, KPU, KPU Provinsi dan"KPU Kabupaten/Kota mempunyal Sekretariat.
Pola organisasi dan tata kerja KPU ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden
berdasarkan usul KPU sesui dengan ketentuan pereturan perundang-undangan.
Pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi sebuah

agenda penentu masa depan banggsa, dalam memilih pemimpin. Mulai dari pemimpin
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tertinggi Negara hingga lingkup terkecil yaitu RT. Tentunya, pemilihan lansung saat
ini tidak dimulai sejak Indonesia merdeka. Namun, jauh sebelumnya, pemilihan
kepala daerah dilakukan oleh anggota Legislatif atau Dewan Perwakilan Daerah

(DPRD), dan Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR. Seiring perkembagan waktu,

dan amandemen Undang-Undnag asyarakat yang berpartisipasi aktif

menyalurkan hak pilihnya nar-benar dinilai bias mewakili

aspirasinya ? siapa mendapat sir maka tentulah itu akan
terjawab dari visi misi, juga tingkat eletabilitasnya. Selain itu, kontestasi politik
2004 tentang
ya, melalui

paling banyak me ing dalam

asyarakat.

han Umum (KPU)

dung dalam lambang KPU t

g bermakna

Ja di tengah

4. .Tulisan Komisi Pemilihan® Umum menyatakan bahwa lambang ini
dimiliki oleh KPU
Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

1. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
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5.

3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan
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. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.

Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.

. Warna merah melambangkan keberanian

Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran.

dan Berinteg

6.

alistas penyelenggara dan efisien,
ksesibel;

tegritas, kemandirian, i fesionalisme
pemilu dengan meng conduct
Stian hukum,

pemangku

ilu, pemilih

berdaulat Negara kuat; dan

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelanggara pemilu.
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4. Stuktur Organisasi

BAGANG ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

HASRUDDIN HUSAIN, S.H.,M.H

ANGGOTA

SAFRIANI SUDIRMAN, S.H
MURSALIN, M.SE
HAMZA, S. Th.l

FIRMAN MUSTAFA, S.Pd

A wDp e

SEKRETARIS

H. SANTOSO, S.Sos.,M.M

-
—

Kasubbang Program dan Data Kasubbang teknis pemilu dan humas Kasubbang Hukum Kasubbang Keuagan, umum
dan Logistik

SITTI KADRIYAH KADIR, MUH. ASRUL, S.E SITTI MIHDAR, M.Bsc

STAF/ PELAKSANA STAF/ PELAKSANA STAF/ PELAKSANA STAF/ PELAKSANA

1.
2.

MUH. ARHKAM
MUH. FAHRI ARIF
HJ. SUKMA KASIM, AMd

SAHABUDDIN, S.E 1. A. HANDAYANI, S.H 1. AIDIL FITRI, S.H
A.FITRIA TENRI PADA, S.ST 5> ZAINAL ABIDIN 2. KASMA. S.H

MUSLIMIN

RUSLAN ANWAR, S.H
NASRUDDIN
GUNAWAN GERHANA
PUTRA

8. AMIRULLAH MADANI
9. HARTUTY

10. RISMAN

11. ABD. SALIM, S.Pd

12. IKBAL

N ok wNRE
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4.2.Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam megawal jalannya
Pilkada 2018 di Kota Parepare
Dalam menjalankan kontestasi politik tentunya pemerintah juga menyipakn

lembaga-lembaga yang bertugas mengatur dan mengawal, sehingga tidak terjadi

kekacauan yang dapat menggang ilitas dalam sebuah wilayah. Untuk itu,

lahirnya Komisi Pemiliha enyelenggara yang bersinergi
dengan Panwaslu dal an Undang-undang nomor
15 tahun 2011.
M nyelanggara
pemilih terwujutnya
pemilu , bebas rahasia (Luber il).>! Hal ini
berarti s ketentuan minimal 17 i 3 anak-anak)
memili alam menentukan sia an menjadi
pemimp i , KPU RI sebagai induk atau i nyelanggara
merilis melalui situ
1. gkatkan kualitas ilu yang e dan efesien,
aran, akunta

2. gkatkan Pt*n Erpjk,nietensi, ofisonalisme
'f

2nyelenggara

3. Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progresif, dan pastisipatif;

> Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. (Cet: I 2018). h. 3
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4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluru pemangku
kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas dalam pemilu, pemilih berdaulat,

Negara kuat; dan

6. Mengoptimalkan peman majuan teknologi informasi dalam
penyelenggara pemi

Dengan demiki tunya memiliki tanggung

jawab yang i in-mai kan kepala daerah untuk

ekerja tetap

ada dengan

agi masyarakat dalam gala tahapan

tian publik. Apalagi, yang selalu

n terjadi kecuragan dis anan inilah

bias me jadi penyelenggara yang d sebaliknya.

gga dalam

yang telah dipaparkannya.
Dengan tema mari berpilkada yang berbudaya dan bermartabat, jajaran KPU
berupaya memegang teguh dengan menciptakan Pilkada aman dan damai. Meski pada

kenyatannya, masih ada riak-riak massa pendukung khususnya di Pilkada Parepare
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tahun 2018 atas hasil yang dinilai tidak sesui bagi salah satu kandidat. Bahkan hingga
berujung pada gugatan-gugatan ke Mahkama Agung (MA) dan Mahkama Konsitusi
(MK).

Pilkada juga diharpkan bias menjadi katalisator proses lahirnya pemimpin lewat

pesta demokrasi, melahirkan Pem ang pro rakyat dan menghadirkan

pembagunan  yang menjalankan  fungsi-fungsi
pemerintahan sesui de aja, sebelum masuk pada

semua itu, tentunya J ha Danjang sesuai dengan peraturan

kil Walikota tahun 2 wa tahapan

pan persiapan dan t

mum (KPU) Kota Parepar mengawal

sanaan pemi ng, umum,
bebas, ¢ asia di indep i Ikada damai
dan ber as. PU Parepare

Perundang-

endukung dan
menciptakan Pilkada damai, berbudaya, dan bermartabat. Sebuah kota yang berjarak
150 KM dari arah Utara, Kota Makassar dengan situasi yang tentunya berbeda dengan
demongrafi wilayah lain, membuat KPU harus memiliki kinerja yang mumpuni dalam

mengawal jalannya pilkada tahun 2018 di Kota Parepare dalam menggelar pesta
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Demokrasi 5 tahun ini. Parepare sendiri memiliki luas wilayah 99,33 KM bujur
sangkar, dengan empat kecamatan dengan yakni Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat,
dan Ujung, dengan 22 kelurahan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS)
Parepare 2016 mencatat pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 136. 903, 2015 dan naik menjadi 138. 699
pada tahun 2015, atau meningkat 1,42% . dengan. demikian, salah satu hal yang
menjadi indikator partisipasi pemilih apakah ‘menjadi target nasional atau justru
menurun adalah sebuah tantagan tersendiri. Sebab, masyarakat sebagai pemegang
mandatlah yang menetukan siapa pemimpinnya. Bagaimana KPU Parepare di bawah
KPU Sulsel menjalankan segala tahapan ini, akan menjadi catatan bagi warga
Parepare, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan hasil wawancara di kantor KPU Kota Parepare kepada bapak
Sahabuddin, selaku pengawai di kantor KPU mengenai tanggapannya tentang
impelemntasi tugas dan kewenangan KPU Kota Parepare . Ada beberapa pertanyaan
yang ditanyaka oleh peneliti kepada narasumber diatarnya mengenai bentuk kinerja
KPU Kota Parepare dalam mengawal jalannya pilkada dan dengan tegas beliu

menjelaskan.

“Bahwa KPU Kota Parepare dalam mengawal jalannya pilkada tahun 2018
semuanya mengikut pada“aturan:yang sudah ditetapkan dan sesui dengan tahapn-
tahan yang tertulis..semua.regulasi-regulasi...sudah.dijalankan sesul aturan yang
dikelurkan atau yang sudah ditetapkan. Dan dalam pilkada tahun 2018 mengenai
tugas dan kewenangan KPU Kota Parepare kita melihan kepada Undang-Undang
nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1
tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-
undang. Lebih tepatnya mengenai tugas dan kewenagan diatur dalam pasal 9 undang-
undang ini. Jadi semua yang dikerjakan terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan baik
mengenaik tugas dan kewenangan kinerja KPU semua dilakukan sesui aturan. Salah
satu contoh tugas dan kewenangan KPU megenai kinerja yang ditetapkan dalam
undang-undang misalkan pensosialisasian adapun yang menjadi isi yang
disosialisasikan adalah syarat pencalonan atau lebih kepada personnya atau individu
misalnya syaratnya pencalonan itu dari data pribadi sampai dengan syrat pencalonan
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ada yang melalui partai yang didukung oleh beberapa persen aray berapa persentasi
suara perpol. Dan juga ada yang disebut PKPU yang mengatur lebih rinci dalam
pelaksanaan pilkada.”5

Pemilu atau Pilkada diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap
pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa
mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti
pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan mengantinya dengan adu
tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding.*

Demikian juga halnya dengan Pemilu maupun Pilkada, seandainya seorang
calon itu boleh menggunakan segalacara.dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti
pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya,
maka tidak ada maknanya Pemilu itu dilaksanakan. Salah satu di antaranya adalah
disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan
menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan
taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang
dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih.

Hal yang sama juga di ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku kemisioner KPU

Priode 2014-2018 bahwa :

*Menurut saya Kinerja KPU pada pilkada tahun 2018 itu baik, indikatornya
adalah seluru tahapan berjalan sesuai_dengan waktunya dan sesual dengan peraturan
yang berlaku baik Undang:Undang *Nomos 10 sTahun 2016 maupun PKPU dan
indikator berikutnya.saya-menyatakan baik karena.adanya-kepala.Daerah yang terpilih
dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. Menganai tugas dan kewenanganya
sudah sesuai kah dengan Undang-Undang ? yah tentu saja sudah sesuai dengan
undang-undang karena KPU dalam menjalankan Pilkada melaksanakan kerja-kerja
kepemiluan baik pemilu maupun pilkada itu mengacu kepada undang-undang yang
dimana itu sudah menguraikan tugas dan kewenangan KPU. Kenapa saya menyatakan
seperti begitu karena setelah pilkada itu tidak ada penyelenggara satupun yang

*? Sahabuddin, pengawai Kantor Kumisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare,

Wawancara penulis, 27 oktober 2019

5% Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan
Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, Bandung: Mandar Maju, 1993, h. 2.
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dikenakan kode etik atau melanggar tugasnya dan kewenangannya semua istilahnya
lolos tidak ada yang dilaporkan melanggar kode etik berarti semua sudah
menjalankan tugasnya dan kewenangannya sesuai yang diamatkan. >*

Pemilu atau Pilkada hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu
yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para

calon atau partai politik menurut pilih a sendiri.Ini berarti segala taktik dan cara

yang berdasarkan politik uan intervensi haruslah dilarang oleh

undang-undang. Perlu r san mengenai batasan yang

ilihan Umum (KPU) : genai tugas
ilihan umum dalam me ada 2018 di
nakn sesui aturan yang j sui tahapan-
terpilih dan
karena ¢ i itu ti an kode etik

atau me aturan yang

)18 di Kota

Pemutahiran data dan daftar ‘pemilih yang menjadi kunci pemegang hak

suara untuk menentukan kandidat walikota dan wakil walikota Parepare. Maka, tidak

* Nur Nahdiyah, komisioner KPU Kota Parepare Priode 2014-2018, wawancara penulis 29
oktober 2019.
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ada alas an bagi KPU untuk menunda pekerjaannya \, dengan waktu dan personel
yang terbatas, untunk menjangkau kecamatan yang ada di Kota Parepare.
Tahap penyususnan ini bias dikatakan susah-susah gampang. Beberapa

variabel memiliki peran penting dalam hal ini, yakni pemerintah melalui Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Di il), dan juga masyarakat. KPU bertindak

sebagai jembatan untuk i data yang ada diDisdukcapil

dengan mengecek yang memi Tanda Penduduk (KTP)
elektronik, dengan u imal 17 tahun.>

RI yang di

katahui akni 77,5%.
KPU u menlampauinya pad , partisipasi
diangka 77,29%, se a 2018 ini,

t menjadi 82, 78%. H terlepas dari

ara semua variabel, baik erintah, juga
saja diraih.
aka proses
017 tentang
ubernur dan
pengolahan
)_56

Kegiatan ini untuk memperbahrui data pemilihan berdasarkan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan mempertimbangkan

** Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. h. 18
*® Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. h. 23
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Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4). Semua itu dilakukan dengan
cara pencocokan dan penelitian (coklit) sebagai bahan untuk menyususn Data
Pemilihan Sementara (DPS). Coklit sendiri dilakukan dengan mendatangi lansung

rumah-rumah warga (termasuk penyandang disabilitas), sehingga warga yang tidak

sempat ataupun bigung dengan ngecek hak pilihnya, bias lebih mudah
mendapatkan informasi seka

Adapun persiapg ran Data yang akan oleh Divisi Prongram
dan Data KPU Kota Parepare dilansir dari laporannyz

pasar-pasar,

dinasi dengan Disdukc i agan jumlah

b KTP per semester sej

april 2016 : Lk 60.146,

0 september 2016 : Lk 62. Pr 6 jumlah 125.

. Tanggal 14'2'“2 448, Pr 6 jumlah 125.

- Ta"QQMSRbE PARE

. Tanggal 16 mei 2017 :'Lk 61. 837, Pr 62. 505 jumlah 124. 342
8. Tanggal 7 agustus 2017 : jumlah 123. 983
9. Tanggal 31 desember 2017 (Bimtek Pemutahiran 12 januari 2018)

*” Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. h. 19
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Wajib KPT/Pemilih  : 94. 983
Sudah Rekam :92.034
Belum Rekam :2.949

10. Tanggal 9 januari 2018 : penyerahan Daftar Pemilih

11. Tanggal 12 januari Bimtek PPK dan PPS

12. Tanggal

pengecekan

salahan atau kekacauan data ganda,

atau dat i ata sudah meninggal du rdata. Maka,

kan KPU yakni :

4.3.1. iran'Data Pemilih pada Pilkada 2018 Kota Parepa

menetapkan Da etap (DPT) yang i hak suara

untuk maka KPU b tahap. Dari PU Parepare

merinci tersebut yakni :

3.Rekap Daftar PemilihaniHasil Pemitahiran tingkat PPS
4.Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat PPK

5.Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran tingkat KPU Kota
6.Rekap dan penetapan DPS tingkat KPU Kota

7.Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap PPS
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8.Perbaikan DPS

9.Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
10.Uji Publik DPSHP Tingkat PPK

11. Rekapitulasi DPSHP tingkat PPK

KPU Kota Parepare meny a_pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi
yang disampaikan KPU RI Jan kemudian di bantu oleh PPK
dan PPS menyusun da dengan membe dengan membagi pemilih
ke masing S dengan jumlah maksimal 800 orang per TPS. Penyusunan

Daftar F

n pemilih dari aspek geo

ktu tempuh menuju TP

ar tidak banyak waktu a persoalan

idak kesulitan mencari TPS, berada tidak

udah dilaku am Pilkada

enyebarkan
t dilakukan
di 300 TPS
enggunakan
beberapa formulir sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Dalam rangka
peningkatan pemilih, KPU juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat
berpartisifasi aktif dengan mengecek apakah sudah terdaftar di DPS atau belum. Jika

belum terdaftar, maka warga dapat langsung melaporkan kendalanya. Pascacoklit,
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hasil rekapitulasi data kecamatan yang dilakukan pada 19 Februari 2018-4 Maret
2018 dalam penyusunan daftar pemilihan hasil pemutahiran (DPHP).*
Ibu Sitti Kadriyah Kadir selaku subdibagian prongram dan data di KPU ibu

menyatakan bahwa :

“DPT adalah Daftar Pemilih Tetap dimana sebelum di tetapkan DPT itu ada
beberapa tahapannya Alur pemutahiran data yaitu Daftar Penduduk Potensial pemilu
Pemilih DP4 yang terbitkan DP4 itu adalah Kemendakri lalu diturankan ke KPU
Pusat baru ke KPU Daerah.« nah DP4 ini disingkronisasikan data pemilihnya DP4 ini
belum jadi data pemilih,tetapi disingronisasikan dari data pemilih priode sebelumnya
dan terbentuk data pemilih TPS Lalu disingronisasikan. kemudian diturunkan di
Kabupaten Kota untuk di coklit dan yang ciklot itu' pendataan kerumah-rumah warga
yang dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) nanti_hasil coklitnya
baru ditetapkan Daftar Pemilih Sementara’ (DPS) mulai dari DP4 kemudian jadi DP
kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota kemudia coklit (pencocokan dan
penelitian) setelah™ di coklit dan setelah diproses datanya oleh PPDP kemudia
diberikan ke PPS. PPK terus ‘ke KPU Kabupaten/Kota: kemudian KPU
Kabupaten/Kota menetapkan mi daftar pemilih sementara (DPS) kemudian diolah
lagi Misalkan ada yang meninggal atau pemilih ganda sehingga harus diolah kembali
atau diproses kembali singga dijadikan DPT. Sedangkan DPPH atau Daftar Pemilih
Pindahan itu terdaftar dalam DPT tapi karena alas an tertentu yang mendesak jadi dia
tidak bias menggunakan hak pilihnya diTPS yang sudah terdaftar. Misalkan, saya
terdaftarkah di TPS 1 Bumi harapan tapi karena tiba-tiba saya ada surat tugas ke
Makassar tapi tanda kutip tergantung pemilihan juga kalau misalkan pemilihan
gubernur bias tapi kalau pemilihan walikota tidak bias ada DPPH. Tetapi jika hanya
berpinda Kacamatan Kita harus mengurus ada.yang disebut formulir A5 untuk
terdaftar jadi pemilih pindahan di kacamatan yang ditempati sekarang. Kamudia saya
dihapus; misalkan dibumi harapan.kemudia saya bawa A5 pas 3 hari sebelum
pencoblosan harus melapor duluh dikelurahan yang saya tempati misalkan soreang
sehingga masuk sebagai DPPH agar tidak terjadi ganda.”

4.3.2. Uji Publik Daftar/ Pemilin pada:pilkada 2018'Kota Parepare
Tranparansi lain yang dijalankan KPU terhadap jumlah pemegang hak suara
Kota Parepar, adalah menggelar ujian punlik relapitulast Daftar Pemilih Hasil

Pemutahiran (DPHP) tingkat kecematan. PPS menyusun DPPH oleh PPDP dan telah

*® _Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. h. 23

* sitti Kadriyah Kadir selaku subdibagian prongram dan data KPU Kota Parepare,

wawancara 29 oktober 2019.



67

ditetapkan rekapitilasi pada tanggal 5 Maret 2018. Rekapitulasi dan penetapan DPHP
tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018. Setalah penetapan oleh PPS
dan PPK, masing-masing menyetor file datanya kepada operator KPU Kota Parepare

untuk diproses pada aplikasi Sindalih, sehingga yang ditetapkan oleh KPU Kota

Parepare adalah rekapitulasi yang t i dengan hasil Sindalih.

Pada kegiatan uji ihadiri oleh ketua dan anggota
KPU Koata Parepare, ngan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur S elatan serta Walikota kil Wali Kota Parepare,
an Informasi
n itu, Rapat
ecretariat KPU Kota apa petugas
repare. Kehadiran pih : anggap bias
ligus usi ataupun mempertan Jinilai masih

itu,

ntuk pihak yang bersentuh pendudukan
apil, dimaks menyingkro

qg PU dapat uki tahapan

berdasarkan syarat-syarat, sehat jasmani, rohani, dan alamat tinggal sesuai wilayah
Pilkada. Dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 tahun

2017, pemilih adalah masyarakat dengan batas usiaa minimal 17 tahun yang

% Rahma Djafar, Ritme Pilkada Parepare dan Profil kandidat terpilih. h. 25
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merupakan syarat sudah memiliki KTP. Untuk itu, KPU tentunya harus melakukan
langkah-langkah termasuk berkordinasi dengan pemerintahan dalam hal ini
Didukcapil, untuk menyusun jumlah pemilih yang sasuai syrat undang-undang

kepemiluan.

Proses penyusunan ini me ktu yang sangat panjang, sebab KPU

harus melawati tahapan Prongram dan Data, KPU
menggunakan Daftar i DPSHP), hingga pada Uji
Publik Daftar Pemil i ) ji publik tingkat
kota, K ] mlah empat.
Hal ini jaring : j li data yang
an DPS.
a penyelenggara ju : at evaluasi

rsama PPK dan PPS Se- kaian proses

ak timbul persoalan data p hari. Prpses

Bacukiki Barat

Bacikiki 4 36 12. 792

Total 22 300 94. 968
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Setalah menetapkan DPS, KPU masih harus kembali pada perjalanan oanjang untuk
pendataan pemilih. Hal iu dilakukan agar semua data dan hak pemilih bias dicek
beberapa kali, guna menghindari kesalahan data. Maka dilakukan perbaikan DPS dan

terbitlah DPSHP. Setalah menetapkan DPSHP KPU harus kembali melakukan uji

public. Sebuah upaya berlapis unt stikan data pemilih adala orang-oarang
yang berhak dan aktif sebagai
DSHP selain @ eh komisioner dan pihak

diri oleh Kepala Disdukcap arepare, Kepala Bidang

hak terkait, sehingga ilai bekerja
ang dikerjakan itu dip di hadapan

Publik i politik.
rbaikan dan uji publik itula bar menetapkan

repare 2018,

Bacukiki Barat 6 89 28. 596

Bacukiki 4 36 13. 094

Total 22 300 95. 147

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



70

Dari TPS dan DPT terjadi selisih angka. Meski tidak begitu jauh berbeda,
tetapi pemutahiran data, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan. Pada

Pilkada Tahun lalu KPU mencatat jumlah pemilih dalam table berikut :

Kecamatan

Soreang

a dengan Pi

19 turun 95.

an Data Pemilih
untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 yakni melakukan pertemuan dan rapat kordinasi
dengan pihak terkait, yakni :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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2. Dinal Infokum untuk kerja sama sosialisasi melalui mobil unit, dengan ajakan
dan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP.
3. Panti Jompo untuk mengetahuan jumlah binaan Panti Jompo dan mengecek

apakah Binaan Panti Jompo tersebut sudah memiliki identitas dan sekaligus

memiliki E-KTP
4. Melakukan pengu sjid dan tempat ibadah lainnya
untuk segera erekaman E- syarakat yang hingga saat

as Kependudukan dan

ini belum perekaman E-KTP

5. ) katan (Lé A inaan Lapas

Pilpers 2014 per tangg

7. uci Ramadan dengan vagikan ta’jil
an untuk melakukan perek

8.

0. kc 3 ang Laporan

10. i KordinapﬁaniEpm IEepare

11. D ahun 2018,

12. Kordinasi dengan Panwaslu, Disdukcapil dan Kepala Lapas di Lapas Kelas Il

Menjalankan 12 langkah yang disusun oleh KPU di atas, sebagai bentuk
bahwa warga Parepare yang memenuhi persyaratan, entah sedang dutahan di Lapas

atau yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, tetap dapat menyalurkan hak
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suaranya dan disesuaikan dengan penempatan TPS, serta pengawalan kotak dari
petugas yang berwenang.
Hal yang sama juga di ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode

2014-2018 mengenai kerja-kerja anggota KPU dalam pembutahiran data bahwa :

“pemutahiran data yang dikerjakan oleh KPU pada Pilkada tahun 2018 sangat
baik karena hamper seluruh tahapannya dilakukan dan semua tahapan-tahapan
penetapan DPT kami megundang seluruh partai politik, kami mengundang perwakilan
atau lisenofiser dari setiap-pasagan calon, kami juga megundang stekholder, kami
melibatkan Disdukcapil-dalam hal ini Pemerintah Kota, kemudian kami masuk pada.
Lapas-lapas untuk kemudian mengkordinasikan pemilih-pemil yang ada didalamnya,
pokoknya hamper semuanya demikian juga sosialisasi kamu juga melakukan
sosialisasi_untuk mengajak masyarakat turut_akif apakah namanya sudah terdaftar
dalam DPT atau tidak.”®

Maka dari hasil yang penulis temukan baik di lapanagan maupun di buku,
literature atau Jurnal yang dibaca, sehingga penulis dapat simpulkan bahwa:

“Dimana dalam melakukan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU
banyak Syarat atau tahapan- tahapan yang harus dilakukan singga menghasilkan DPT
atau Daftar Pemilih Tetap. Dimana dalam menjalan kan tugas dan kewenangannya
mengenal pemutahiran data dalam Pilkada tahun 2018 semua sudah dilakukan dan
dikerjakan sesuai tahapan dan Uji‘Publik dan terkhusus mengenail Pemutahiran Data
ada Aplikasi Tersendiri yang digunakan oleh KPU untuk lebih- memperjelas dan
member hasil yang baik yanitu aplikasi Sindali yang mana aplikasi ini khusus
digunakan KPU dalam melakukan Pemutahiran Data. Agar tak terjadi pelih ganda dan

lain sebagainya .

4.4.Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Tugas dan Kewenang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di Kota Parepare

®' Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018, wawancara 30 oktober 2019
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Pemilihan umum maupun Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU untuk
memilih presiden dan wakil presiden serta Gubernur atau Wali Kota dan Wakil
Walikota sebagai kepala Negara dan Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik

sebagai pengusung hanya merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada

rakyat untuk memilih siapa yang le enjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya
yang akan memperjuangka
di Indonesia saat ini ada
meninjau dari tugas dan
I kesamaan.

ereka antara

impin).
ma dipilih oleh pemim Aqdi dipilih
oleh sed KPU dipilih oleh presiden.
ih dari proses
impulkan be PU adalah

Ahlul Hal Aqdi dalam

Khususnya
ebagai panitia
penyelenggara pemilihan umum yang meiliki keanggotaan sangat terbatas dan

anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat.

%2 Abdul Karim Zaidan, dkk. Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah , (Cet; |
Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003) h. 14.
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Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga Ahlul Halii Wal
Aqdi atau al-syura meiliki tugas dan kewengan untuk memberikan masukan kepada
khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan

controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang

sekaligus mempunyai hak untuk i jumlah kandidat yang akan menjadi
pemimpin.®
baga Ahlul Halii WalAqdi

ah sekaligus melakukan
i tugas dan

pemilu yang

rakyat secara langsung pun Pilkada.

akukan, lembaga Ahlul akukan baiat

sedangkan KPU p kan dalam
h mengenai
calon tidak
yawarah dan
KPU bisa
sebut berarti
tuskan dan

dengan kata lain, lembaga Ahlul Halii' Wal Aqdi adalah lembaga perwkilan yang

* Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Prenada Media
Group, 2014), h. 137

* Abu A“ la Al — Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan,
1995)h. 245
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menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas
untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).®®
Bibit konsep ahl al-halli wa al-aqdi pertama kali muncul dalam masa

Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya

menunjuk enam orang sahabat ya i tim formatur untuk memilih Khalifah

setelah beliau, yakni Ali bi Affan, Saad bin Abi Waqash,
Abdu al-Rahman bin alhah bin Ubaidillah serta
Abdullah bin Umar. i penasihat, dan tidak
rakyat yang

wa al-aqdi

lahnya dari rakyat, t pilitas  untuk

memilih pemimpin. Al nya dengan
hitiy

hl al , ahl al-ijtihad bahkan ulil a

Taimiyah menyebutny a juga yang

yang paling

ang t

n melihat tu fungsi dari
nangan untu lih khalifah,
pengawasan

pok anggota
Kebijaksanaan
pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”. Pada masa

pemerintahan Umar bin Khatab istilah yang lebih populer untuk menyebut ahl al-halli

® A.Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003), him.76
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wa al-aqdi adalah ahl al-syura, Jika anggota ahl al-halli wa al-aqdi mengadakan
sidang untuk memilih imam (Khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi
orang-orang yang memiliki Kriteriakriteria imamah (kepemimpinan), kemudian
mereka memilih siapa diantara orang orang tersebut yang paling banyak
kelebihannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka
tidak menolak membaiatnya. Praktek musyawarah yang dipraktekkan oleh para
sahabat adalah bagian dari ajaran AI-Qur“ an dan Sunnah Nabi. Nabi semasa
hidupnya seringkali melakukan musyawarah atau berkonsultasi kepada sahabat-
sahabat seniornya sebelum mengambil keputusan yang sifatnya belum ada wahyu
atau perintah dari Allah Swt. Seperti pengambilan keputusan untuk menetapkan
strategi perang badar, uhud, khandaq dan lain sebagainya.®®

Di jelaskan oleh narasumber yang sempat peneliti wawancarai dengan hal
tersebut maka ungkap oleh ibu Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-

2018 tentang presfektif figih siyasah di Kota Parepare bahwa :

¥saya Kira tugas dan kewenangan KPU tidak ada yang melanggar ajaran islam
atau tidak sejalan karena dalam islam sendiri dalam memilih Pemimpin itu adalah hal
yang perlu dilakukan. Jadi' saya kira dalam prosesnya tidak ada, tetapi kemudian
kalau ada yang melanggar. Secara Konstitusi tidak ada yang melanggar tetapi secara
pelaksanaan kemungkinan ada’seperti misalkan politik uang karena ada laporan-
loporan|yang dilakukan di panwaslu. Tapikan secara ini susah untuk dibuktikan jadi
memang Yyang perluh _diwaspadai_.itu_ cara-cara yang tidak makruf  dalam
memenangkan kontestasi «dalam Pilkada tetapl sesui dengan tugas dan kewenangan
KPU saya Kira tidak-ada.yang.bertentangan.dengan.ajaran-islam.ataupun politik islam
karena semua yang menjadi dasar dsalam pelaksanaan itu adalah kemaslahatan umat.
Kalau kemarin ada masalah pendiskualifikasian kepada calon kandidat itu semua
dilakuakan sesual konteks aturan karena Kita mendiskualifikasi jelas aturannya, kita
mengembalikan dia setelah diskualifikasi jelas juga aturannya ada putusan dari MA
jadi saya kira tidak ada konteks monzolimi atau curang tidak ada semua kami
kerjakan sesuai dengan aturan. kan dalam islam ada yang disebut kejujur dan keadilan
nah kami berlakukan itu. Buktinya kami tidak di ada yang dipecat. Adaikan kami
melanggar kode edit atau menzolimi pasti ada yang di pecat semua komisioner seperti
kasus yang di Palopo kenapa karena yang di palopo sana harusnya dia diskaulifikasi
tapi dia tidak lakukan nah dari itu ada aturan yang dia langgar akhirnya mereka di

*® Farid Abdul Kholig, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), him.80
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pecat. Beda sama kami semua kita lakukan dan kerjan sesuai dengan aturan jadi
semua bejalan susai aturan.

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada pada
era hari ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan di dalam

menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang

demokratis dan masyarakat yang sej an, damai dan tentram. Prinsip-prinsip

tersebut. KPU Kota Parepa gas dan kewenangannya dalam
persfektif figih siyasah 1 karena dimana dilakukan
atau melaksanakan prinsip seperti
rinsip islam
N islam atau
kan suatu pemimpin.®®
rab berarti benar (siddi benar dalam
buatan. Sikap jujur, me adhilah yang
atus majuan perseorangan dan . kan prinsip
ah salah sat ara manusia

dengan u Dampak dari

tertipu i ang merasa
senang mengatakan
“bel‘ani KAI'CI1d cnar dK KAIrcnd an. d akK apa lmlllkl dan

dilaksanakan dengan baik dan sempurna‘oleh orang yang tidak kukuh imannya. Orang

®” Nur Nahdiyah selaku komisioner KPU Priode 2014-2018. Wawancara 30 oktober 2019

* A.Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro, Negara Tuhan the Thematic Encyclopaedia,
(Jakarta : SR-ins Team, 2004), him. 11
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beriman dan takwa, karena dorongan iman dan taqwanya itu merasa diri wajib selalu
berbuat dan bersikap benar serta jujur. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam S.Q az-
Zumar ayat 33.

T Dol e i

Terjemahanya :

“Dan orang yang_.n an_ (Muhammad) dan membenarkannya,
mereka ltulah o

<
~ v,
I’ . T/

-

Prinsip ini ) a harus ditegakkan tanpa

Diskriminasi ejujL as . te keadilan ada pula

epada yang
an hukum di

PRSP Eed
RN
S o “w -

Terjemahannya :

* Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h.75

’® Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 87
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya'

pemilu (musyawarah) suda nakan sejak zaman nabi ataupun pada

masa Khulafaur rasyidin, usyawarah ini tidak mungkin

dilakukan dengan car seluruh u gsung, tetapi yang paling

memungkinkan ada ng imam (pemimpin) awarah dengan umatnya

melalui . ereka inilah
yang di a as diketahui
ebih dahulu.

elalui proses penyeleksi

ibatan umat

aan musyawarah yang

keberlangsungan otor mengawasi

, mengharuskan adalanya

Terjemahannya :

' Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 71
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.”

Prinsip persamaan dan persaudaraan ini pernah di praktek kan nabi ketika

menyusun piagam madinah, di man ngakui adanya perbedaan latar belakang

agama masyarakat nabi selai kukan hak yang sama sebagai
bagian dari manusia. diantara sesama manusia
dihadapan sang pe dalah kualitas individu
tersebut I tujuan yang

hendak Selain dari

persamaan ini, dalam secara tidak

ribusi untuk membang enghargai di

dan dapat menciptakan nanggungan
akat yang pluralis.
rakyat yang
pengemban
akan sebuah
awab dalam

“ an melalui

7> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 515
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Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat”.”

Dalam musyawarah suara n idak harus selalu dimenangkan tetapi

suara minoritas juga memili jadi keputusan musyawarah dan

yang menjadi peserta adalah para a empunyai pandangan jauh.

eng adanya partisipasi r lam uskan suatu
dan rol pemerintah yang . De 51 membuka
gsa a semua kekuatan polit beras partai politik
an, merebut kekuasaan. Menur mud krasi adalah

ebebasan. S gemukakan elas) prinsip

berdasaMrnlen thrniEintah

4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia

6. Pemilihan yang bebas dan jujur

7 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan dan tafsir, h. 87.
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7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatis ama, dan mufakat

Berdasarkan prinsip as kita dapat melihat bahwa
demokrasi sesuai deng Jur® an. Secara esensi, baik

demokrasi maupun  Syuré as oku pemerintah dan

Syura dan

ingga dapat

Pemilihan umum me scayaan dan

lenggarakan sebagai pemimpin

negara ng diselenggarakan o an Umum.
Tujuan memberikan kebebasa da akat untuk
menent emimpi inti u politik ua ney politic)
secara atis. i i namakan sebagai han sistem
perwaki elihat dari ca sebut. Berang i penjelasan

di atas, ungsi darFA—HiEM RlEia dalam tahan Islam
adalah s
1. Hak
2. Hak untuk memecat dan memberhentikan khalifah.

3. Hak untuk membuat UU dan kebijakan.

7 Anwar Arifin, Politik Pencitraan-Pencitraan Politik,( Yogyakarta : Graha Ilmu,
2014),him.78
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Berangkat dari penjelasan di atas, Maka fungsi dari ahl al-halli wa al-aqdi
yang ada dalam pemerintahan Islam adalah sebagai berikut
1. Hak untuk mengangkat dan memilih khalifah.

2. Hak untuk memecat dan memberhentikan khalifah.

3. Hak untuk membuat UU d
Ahl al-halli wa al-aqdi ang ahli dalam memilih dan
asi para pejabat.Sehingga

al-Farra ahl al-halli wa al-

engetahuan yang dengal
aja yang berhak memeg

I-aqdi harus terdiri dari manajemen

ilih siapa yang lebih pa ang tongkat

Kalau h atau ahl al-halli -aqdi harus

o ol R e

imam

pu memilih
imam yang paling maslahat

Melihat dari syarat-syarat yang harus dimiliki oleh ahl al-halli wa al-aqdi
tersebut, maka kedudukannya bisa dikatakan sebagai panitia pemilihan kepala negara

atau badan legislatif yang dalam sistem negara modern memiliki fungsi untuk
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memilih dan memberhentikan kepala negara, yang anggotanya terbatas dan
penujukannya sangat selektif, sekaligus sebagai pengontrol terhadap eksekutif.
Lembaga ahl al-halli wa al-aqdi merupakan lembaga yang harus bersikap netral
dan independent dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai lembaga
yang melakukakan pengawasan dan-memutuskan atas nama rakyat, maka lembaga
tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat. Karena kalau melihat lembaga
perwakilan yang ada pada masa pemerintahan pasca Nabi dan khulafaurrasyidin yakni
pada masa bani Umayyah dan Abbasiyah, lembaga tersebut keputusan-keputusannya
hanya menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan penindasan terhadap rakyat
Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan kewenangan ahl al-
halli wa al-aqdi bisa dikatakan, bahwa ahl al-halli wa al-aqdi adalah sebagai panitia
penyelenggara pemilihan khalifah yang keanggotaannya sangat terbatas dan ditunjuk
oleh khalifah. Kewenangan ahl al-halli wa al-agdi adalah sebagai pengontrol
terhadap kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan-
kebijakan negara demi kemaslahatan. rakyat. Begitupula jika Kita anggota KPU
dimana ada tugas dan kewenaganyang sudah diatura, sehingga dalam bertindak atau
ingin mengerjakan sesuatu dalam Pilkada ada aturan yang harus dijadikan pedoman
dalam bekerja seperti dalam ndang-undang'republik indonesia nomor 10 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan
peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dimana dalam
undang-undnag tersebut sudah di atur tentang tugas dan kewenangan KPU dalam

menjalan kan tuganya dalam Pilkada 2018 di Kota Parepare.



BAB V
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis

mengambil  kesimpulan umum dari hasil temuan di lapangan terkait

Implementasi Tugas dan Kewenan omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Parepare pada Pilkada Tahun iyasah)
5.1. Kesimpulan
5.1.1. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam megawal jalannya
(KPU) Kota

lihan kepala

cara lansung, umum sia dituntut

mampu menciptakan Derintegritas.

ra hierarki dari KPU arepare pun

a, sesui tahapan yang berpe Perundang-
an maupun p
5.1.2.

iran Data d )18 di Kota

adapun aksimalkan

iran DaP wn EtP Aln Erentak

2018 yakni
kait dengan
K'bahwa warga
Parepare yang memenuhi persyaratan, baik itu yang sedang ditahan di Lapas
atau yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, tetap dapat
menyalurkan hak suaranya dan disesuaikan dengan penempatan TPS, serta

pengawalan kotak dari petugas yang berwenang.
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5.1.3. Pandangan Figih Siyasah terhadap Implementasi Tugas dan Kewenang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di Kota Parepare apabila
dilihat dari sudut pandang Figih Siyasah belum sepenuhnya sesuai dengan

kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip Figih Siyasah. Akan tetapi, KPU telah

menjalankan tugas dan wewe a dengan semaksimal mungkin dengan

menjujung tinggi Syura) dan keadilan tanpa

mengabaikan F Sehingga tercapai suatu

Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar.

liatas, maka
berikut capai dalam
proses [
5.2.1. iharapkan akan ada piha juti sebagai
untuk menggali lebi ait dengan

(KPU) Kota

5.2.2. enunjukkan

bermanfaat

5.2.3. Kepada KPU Kota Parepare "agar lebih meningkatkan perhatian dan
kepedulian kepada masyarakat utamanya dalam melakukan inovasi terhadap
sistem pemerintahan agar mampu sejalan dengan Politik islam (Figih

Siyasah).
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tahun 2018 kepada masyaraka

Apa-apa saja yang diatur
Apakah tugas dan

tugas dan kewenagan KPU ?
tahun 2018 semua merujuk

ota Parepare saat pilkada
ilu di Kota

5 ang ditemui
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Parepare, ;g ~Of7 - P917)

Pemohon Informasi Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

-~

¢
S 7h Bells ; LRILMEN
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:

* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
##% ooret yang tidak perlu




KABUPATEN/KOTA KOTA PARE PARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH BACUKIKI BACUKIKI BARAT SOREANG usUNG JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 S 6 7 8
Al [DATA PEMILIN
LK 6.507 13.623 15,398 10.424 45952
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR 6.587 14973 16.163 11472 49,195
IML 13.094 28.59 31.561 21.89% 95.147
LK 30 27 45 36 138
2. Pemilih dalam DPPh (Model Ad-KWK) PR 7 30 34 35 106
IML 37 57 79 71 244
- LK 197 507 486 388 1.578
3. M.a.”_s dalam uﬂhﬁwﬂiis PR 220 509 550 444 1.723
IML 417 1016 1.036 832 3301
LK 6.734 14.157 15.929 10.848 47668
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) PR 6.814 15512 16.747 11951 51.024
IML 13.548 29,669 32676 22.799 98.692
A2 |PENGGUNA HAK PILIH |
LK 5.199 *10.444 11230 7.959 us |
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR 5.685 12.585 12.960 9.435 40665 |
IML 10884 23.029 24.190 1739 75,491
LK 30 19 35 35 119
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh PR 7 % 28 34 93
IML 37 43 63 69 212
3. Pengguna hak pilih dalam LK 197 507 486 388 1.578
DPTb/pengguna KTP-cl/ PR 220 509 550 444 1723
Surat Keterangan ML 417 1016 1.036 832 3.301
LK 5426 10.970 11.751 8.382 36.529
4. Jumlah seluruh pengguns Hak Pilih (1+2+3) PR 5912 13.118 13.538 9913 42481
IML 11338 24.088 25.289 18295 79.010
LK 80,58 77,49 73,77 727 76,63
A3 PORSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PR 86,77 84,57 0,84 82,95 83,26
JML 83,69 81,19 774 8024 80,06

KETERANGAN :
RUMUS PORSENTASI TINGKAT PARTISIPAS] MASYARAKAT
Jumiah seluruh pengguna hak pilitv/jumish pemilih X 100%




KABUPATEN/KOTA KOTA PARE PARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. URAIAN RINCIAN
A, DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH BACUKIKI BACUKIKI BARAT SOREANG UJUNG JUMLAH AKHIR
T 2 3 3 5 3 7 3
Al [DATA PEMILIH
LK 6.507 13.623 15.398 10.424 45952
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR 6.587 14.973 16.163 11472 49.195
IML 13.094 28.596 31.561 21.896 95.147
LK 29 9 42 33 13
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK) PR 6 13 29 29 77
JML 35 2 71 62 190
A DR LK 197 506 a71 387 1.567
3. Pomill PR 219 518 535 440 1712
- B IML 416 1.024 1012 827 3279
LK 6.733 14.138 15917 10.844 47.632
4. Jumlah Pemilib (1+2+3) PR 6.812 15.504 16.727 11.941 50.984
IML 13.545 29.642 32.644 22.785 98.616
A2  [PENGGUNA HAK PILIH
LK 5.199 10.442 11.229 7.961 34.831
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR 5.684 12.584 12.960 9437 40.665
IML 10.883 23.026 24,189 17.308 75.496
LK 25 9 32 32 9
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh PR 5 12 23 28 68
JML 30 21 55 60 166
3. Pengguna hak pilih dalam LK 196 501 476 387 1560
DPTh/pengguna KTP-cl/ PR 219 509 532 437 1697
Surat Keterangan IML 415 1.010 1.008 824 3.257
LK 5.420 10.952 11.737 8.380 36.489
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (142+3) PR 5.908 13.105 13.515 9.902 42430
JML 11.328 24.057 25.252 18.282 78919
LK 80,5 77,46 73,74 77,28 76,61
A3 PORSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PR 86,73 84,53 80,8 82,92 83,22
JML 83,63 81,16 77,36 80,24 80,03

KETERANGAN :
RUMUS PORSENTASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
Jumiah seluruh pengguna hak pilib/jumlsh pemilih X 160%
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RIWAYAT DAFTAR HIDUP

Sinta Bella, lahir pada tanggal 25 Juli 1997 di Luwu
Utara, Sulawesi Selatan, Penulis adalah anak ke 1 dari 3
bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari
pasangan suami istri Irwan dan Hasmina Penulis
menempuh pendidikan formal pertama pada Tahun 2004
di SDN 52Parepare. Kec. soreang Kab. Kota Parepare
Provinsi..Sulawesi selatan, disekolah tersebut penulis
menempuh pendidikan selama 6 tahun dan selesai pada
tahun 2009. Pada Tahun yang sama penulis menempuh
pendididikan dalam lingkungan SMPN 6 Parepare Kab.
Kota Parepare dan selesai pada tahun2012. Setelah itu, penulis melanjutkan
pendidikan SMKN 3 Parepare selama 3 tahun lamanya dan selesai pada
Tahun 2015.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMKN 3 Parepare maka
penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan
tinggi yang ada di kota“Parepare yang memang menjadi keinginan dan
pilthan penulis sendiri yakni “Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Parepare sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis
mengambil program starata satu di Fakultas Syariah dan llmu Hukum islam
program studi Hukum Tata Negara dan selesal pada tahun 2019, dengan
judul karya tulis tlmiah (skripsi):

“Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Figih
Siyasah)”

Penulis sangat bersyukur-telah diberikan kesempatan menimbah ilmu
pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi
kehidupan di masa yangakan datang. Penulis berharap apa yang didapatkan
berupa ilmu pengetahuan.dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat
balasan rahmat dari Allah SWT di kemudian 'hari, serta dapat
membahagiakan kedua orang,tua yang selalu, mendoakan dan memberikan
segala dukungan‘yang tiada hentinya.



